PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR .20.. TAHUN ..20\3,

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Pajak Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Tahun
2009 tentang Pajak Daerah,;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap
peraturan perundang-undangan dan sebagai
penyempurnaan implementasi pelaksanaan dan
untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan
hasil guna pemungutan Pajak Hiburan serta
dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah dari Sektor Pajak Hiburan di Kota
Cimahi, maka perlu dilakukan perubahan dan
penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota
Cimahi Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan  Walikota  tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Cimahi
Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3259)
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Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara perpajakan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
42, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Perubahan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
192, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4116);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
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10.

11.
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13.

14.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986
tentang tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Perpajakan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3339);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
247, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000
tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang
dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam
rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4050);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
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15.

16.

1.

18.

19.

20.

21.

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian urusan Pemerintah antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan
Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepada Daerah atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun
2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan
Penyusun Laporan  Pertanggung jawaban
Bendahara serta Penyampaiannya;

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota
Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun
2008 Nomor 86 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah Kota Cimahi
(Lembaran Daerah pajak Daerah Kota Cimahi
Tahun 2011 Nomor 122 Seri B);

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun
2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Cimahi tahun 2013 Nomor 158);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR 41
TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN KOTA CIMAHI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Cimahi Nomor 41 Tahun 2011

tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) Kota Cimahi diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 29 dihilangkan (dihapus), sehingga Pasal 1

berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

2 S

Daerah adalah Kota Cimahi.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimabhi.

Walikota adalah Walikota Cimabhi.

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Cimabhi.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan kominditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau Badan yang Dbersifat memaksa berdasarkan
Undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.




10.

Il

12,

13.

14.

15.

16.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB
adalah Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang dibidang pertanahan.

Wajib Pajak adalah Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak,
pemotongan pajak, pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administratif perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi
utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakanpenyanderaan serta menjual barang yang telah
disita.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai
kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan
lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan
perhitungannya.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25,

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan pajak daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjukan oleh Walikota.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda. _

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak Yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB atau STPD.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Walikota atas
keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN yang
diajukan oleh Wajib Pajak.
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26.

27

28.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Peninjauan kembali adalah Putusan Mahkamah Agung atas
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh
Walikota terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan
peradilan pajak.

Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima

pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.

Ketentuan Pasal 9 ditambahkan ayat (4), sehingga Pasal 19 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 19

(1) Kepala Dinas menunjuk Pejabat untuk melakukan penelitian mengenai
berkas permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2) atas permohonan pengurangan atau
keringanan pajak.

(2) Berdasarkan hasil penelitian, pejabat yang ditunjuk menyampaikan
rekomendasi tentang pemberian pengurangan atau keringanan pajak
kepada Kepala Dinas.

(3) Walikota dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak paling
tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak dan memerintahkan
kepada Kepala Dinas untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang
pengurangan atau keringanan pajak.

(4) Pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), dapat dilaksanakan dengan beberapa alasan sebagai berikut :

a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek
Pajak (diantaranya : Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak
baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak
mempunyai kemampuan secara ekonomis; Wajib Pajak Badan yang
memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai
tanah dan atau bangunan dalam jangka waktu yang lama; Wajib
Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau
bangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana
serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari
pengembangan dan dibayar secara angsuran; Wajib Pajak orang
pribadi yang menerima hibah/ waris dari orang pribadi.

b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab
tertentu (diantaranya : Wajib Pajak yang memperoleh hak atas
tanah melalui pembelian dan hasil ganti rugi pemerintah yang nilai
ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak atau tanah yang
dibebaskan pemerintah untuk kepentingan umum; Wajib Pajak
Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter; Wajib
Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang
tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau
sebab-sebab lainnya; Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai
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Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik
Indonesia  (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan  TNI,
Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh hak
atas tanah dan atau bangunan rumah dinas Pemerintah.

c. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau
pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan perubahan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

e

Ditetapkan di Cimahi

WALIKOTA CIMAHI/V
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